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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Wewenang Modin Desa dalam Prosedur 

Pencatatan Perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan” 

merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana wewenang Modin 

Desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat 

Kabupaten Lamongan? 2) Bagaimana kesesuaian antara wewenang Modin Desa dalam 

prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten 

Lamongan dengan ketentuan PMA No. 11 Tahun 2007? 

Data dihimpun dari telaah pustaka, interview, serta studi dokumen. Prosedur pencatatan 

perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Kabupaten Lamongan yang mengharuskan 

ditangani sepenuhnya oleh Modin Desa tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. 

Hasil penelitian tersebut disimpulkan Modin Desa berperan secara penuh dalam 

menangani prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat 

Kabupaten Lamongan, dalam arti calon pengantin diwajibkan mendaftarkan pencatatan 

perkawinannya melaui Modin Desa. Modin Desa bebas mentukan prosedur pencatatan 

perkawinan dan tarif administrasinya. Adapun dalam hal ini, masyarakat yang 

berkepentingan merasa cukup terbantu dengan kemudahan prosedur yang dibuat oleh modin 

desa.Pada dasarnya suatu keharusan melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan melalui 

Modin Desa tersebut tidak sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Perkawinan. Calon pengantin berhak  mendaftarkan pencatatan perkawinannya ke KUA 

tanpa harus melalui Modin Desa. Akan tetapi, praktik pendaftaraan pencatatan perkawinan 

melalui Modin Desa di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamogan 

diperbolehkan selama didasari atas permintaan dan kerelaan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus prosedur pencatatan 

perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini. berikut saran 

yang disampaikan kepada beberapa pihak: 

1. Bagi Modin Desa, hendaknya memahami tugas serta wewenangnya dengan baik, 

khususnya dalam prosedur pencatatan perkawinan, agar tidak melampaui batas tugas dan 

wewenangnya.  

2. Bagi Masyarakat, hendaknya mencari informasi terlebih dahulu mengenai prosedur 

pencatatan perkawinan sebelum melakukan pendaftran pencatatan perkawinannya, agar 

tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Modin Desa. 

3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), hendaknya mensosialisasikan prosedur pencatatan 

perkawinan kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara menyeluruh. 
 


